
Menimbang 

Mengingat 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR 39 TAHUN 2009 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN 

PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU 

0ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

: a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 

peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih 

besar pada peran usaha 

dilakukan penyederhanaan 

,N.'f.ll:lf.l/:lmaT\ mJm I, 

mikro, kecil dan meneng�. perlu 
penyelenggaraan perizinan°'bidang 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 huruf f Peraturan Daerah Nomor 

9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan salah satu fungsi Sadan 

Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah 

pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu 

sesuai dengan kewenangan provinsi .... 
,.,. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera 

Selatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu . 

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 

1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4724); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
v-.. ----s ""--�" fl ='--r�n "loru>r.1>..□I T�h11n ?nnc; l\lnmnr 1,tn 1,QUQlll::I 11.V'<.ll'lo,l(l"II \'-Vlfi\7UIUII .._...,�-•-�'' .---,.,,., • ..,,, -.;ww ••-••••• • •-, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI 

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4585); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang 

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan 

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Pelayanan Publik; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 

2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Oaerah 

Tahun 2001 Nomor 1 Seri C); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Se Iatan Nomor 18 Tahun 

2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah 

Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10 Seri E); 

17.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 

2QQ4. tp.J.llar.iQ, RP.ti:ih1i1>i. RP.Qj.str;;isi Usaha Pertlenihan .. Sertifikasi 

dan Pengujian Benih Tanaman serta Penggunaan Sarana Proteksi 

Tanaman (_Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri C); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2005 

tentang lzfn Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 

(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri E); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Retribusi Pelayanan lzin Usaha Jasa Sektor Perhubungan 

(Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan 

Perencanaan P,embangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 

3 Seri D); 

21. Peraturan Dae rah Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 

tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 

2008 Nomor 9 Seri C); 
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22. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2006 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang lzin Pengambilan 

dan Pemanfaatan Air Permukaan (Berita Daerah Tahun 2006 

Nomor 5 Seri E); 

23. Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 

Nomor 25 Seri D). 

MEMUTUSKAN 

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL TERPADU 

SATU PINTU 

SABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

ua,am 1-'eraruran Gubernur irii yang termaksud dengan : 

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan. 

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan. 

5. Badan adalah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan. 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan yang mempunyai kewenangan menerbitkan perizinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan . 

....,...- --...-
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9. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah atau produk 

hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah 

atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk 

melakukan kegiatan usaha tertentu. 

10. Non izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam 

bentuk tanda dafta.r, rekomendasi, fatwa atau lainnya. 

11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau 

badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin. 

12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam 

modal. baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam 

modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera 

Selatan.' 

13. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang 

melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam 

modal dalam negeri dan penanam modal asing. 

14. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan 

Penanaman Modal Daerah selanjutnya disebut PPTSP-BPMD 

Provinsi adalah Penyelenggara Perizinan Penanaman Modal 

yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan 

sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 

15. Jen is pelayanan adalah perizinan yang dikelola oleh unit 

penyelenggara pelayanan perizinan penanaman modal terpadu 

satu pintu. 

16. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

pengurusan suatu jenis pelayanan. 

17. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

18. Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses perizinan dan non izin. 

19. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat yang 

mewakili masing-masing SKPD yang bertugas untuk 

melaksanakan proses penerbitan izin dan non izin sesuai dengan 

kewenangan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan 

Gubernur. 

I '7 
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20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD 

adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah 

retribusi yang terhutang. 

BAB II 

TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal2 

Tujuan Penyelenggaraan PPTSP-BPMD Provinsi adalah 

a. meningkatkan kualitas layanan publik; 

b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan publik; 

c. menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan non 

perizinan yang terkait dengan penanaman modal; 

d. mempercepat proses pengurusan perizinan dan non perizinan 

yang terkait dengan penanaman modal. 

e. memberikan informasi mengenai penanaman modal. 

Sasaran Penyelenggaraan PPTSP-BPMD Provinsi adalah : 

a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, 

transparan, pasti dan terjangkau; 

b. terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan 

pelayanan di bidang perizinan: 

c. terwujudnya lklim lnvestasi yang kondusif. 

BAB Ill 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN 

PENANAMAN MODAL TERPAOU SATU PINTU 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasal4 

(1) PPTSP-BPMD Provinsi secara administrasi dilaksanak<ln oleh 

Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bawah 

koordinasi Kepala Badan. 
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(2) Susunan Organisasi Unit Pengelola Pelayanan Perizinan 

Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu terdiri dari 

a. Koordinator; 

b. Urusan Pendaftaran dan lnformasi; 

c. Urusan Pengolahan dan Penerbitan; 

d. Urusan Monitoring dan Evaluasi; 

e. Tim Teknis. 

(3) Bagan susunan Organisasi Unit Pengelola Pelayanan Perizinan 

Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(4) Uraian tugas masing-masing personalia Unit Pengelola 

Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal5 

(1) Penerbitan dan/atau penolakan surat per izinan ditandatangani 

oleh Kepala Badan atas pertimbangan tim teknis, sesuai 

kewenangannya berdasarkan ketent1Jan peraturan perundang­

undangan. 

(2) Penerbitan dan/atau penolakan surat non •izin ditandatangani oleh 

Kepala Badan atas pertimbangan tim teknis, berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal6 

Penyelenggaraan administrasi PPTSP-BPMD Provinsi oleh Unit 

Pengelola Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu S;:itu 

Pintu sebagaimana c!imaksud pada Pasal 4 dilakukan sampai dengan 

dibent1,1knya lembaga khusus yang melaksanakan pelayanan terpadu 

satu pintu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . 

.,....,.,.,.,,,,--rr----irr::-r· I 
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Bagian Kedua 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal7 

Ruang lingkup pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu 

pintu meliputi 

a. informasi mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka 

dengan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha 

yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan 

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007; 

b. informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan 

perizinan, mekanisme dan tata cara pelayanan; 

c. pelayanan penerbitan perizinan dan non izin; 

d. pelayanan dan penanganan pengaduan. 

Pasal8 

Unit Pengelola Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu 

Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai tugas 

pokok membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sadan 

dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan non perizinan. 

Pasal9 

Dalam menyelenggarakan tugas pokpk sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 8, Unit Pengelola Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 

Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan administrasi pelayanan; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pelayanan; 

c .  pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pelayanan. 

BABIV 

JENIS DAN WAKTU PELAYANAN 

Pasal 10 

Jenis izin yang dilayani pada unit PPTSP-BPMD Provinsi adalah 

a. lzin Usaha Perikanan (IUP); 
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b. Surat lzin Penangkapan lkan (SIPI) 10 GT - 30 GT (30 

PK -90 PK); 

c. Surat lzin Kapa! Pengangkut lkan Indonesia (SIKPII) 10 

GT -30 GT (30 PK -90 PK); 

d. Surat lzin Kapa! Pengangkut dan Pengumpul lkan 

Indonesia (SIKPPII) (30 PK - 90 PK); 

e. Surat lzin Perusahaan Pemboran (SIPPAT) Air Bawah 

Tanah; 

f .  Surat lzin Pemanfaatan Air (SIPA) Bawah Tanah; 

g. Surat lzin Pemanfaatan Air (SIPA) Permukaan; 

h. lzin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 

(LPTKS); 

i. Perpanjangan lzin Memperkerjakan Tenaga Kerja 

Asing; 

J. lzin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan 

1-'enempatan-, enaga 'KEirJa 1rtaone\mC;;wa�m1, 

k. lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) 

s.d. 6.000 m3/lhn; 

I. lzin Perluasan IUIPHHK s.d. 6.000 m3/lhn; 

m. lzin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang 

IUIPHHK s.d. 6.000 m3/thn; 

n. lzin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU); 

o. lzin Usaha Perkebunan (IUP) lintas Kabupaten I Kota; 

p. lzin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) lintas 

Kabupaten / Kola; 

q. lzin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) lintas 

Kabupaten / Kota; 

r .  lzin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang); 

s. lz.in Laboratorium Prosthetic (PMDN); 

t. lzin Medical Check up Center; 

u. lzin Klinik Rehabilitasi Medis; 



v. lzin Klinik Fisioterapi. 

w. Surat lzin Usaha Perdagangan 82 (Bahan Berbahaya) 

Pengecer Terdaftar. 

Pasal11 

Jenis non izin yang dilayani pada unit PPTSP-BPMD Provinsi 

adalah : 

a. rekomendasi penempatan lokasi penumpang tipe B; 

b. rekomendasi pengoperasian terminal tipe B; 

c. rekomendasi penyelenggaraan perkeretaapian khus.us 

yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/ 

kota dalam satu provinsi; 

d. rekomendasi pembangunan dan pengadaan kapal 

sampai dengan GT 300 di tugas pemantauan kepada 

provinsi; 

e. rekomendc!si pembangunan dan pengadaan kapal 

berukuran GT 7 yang berlayar di perairan daratan dan 

laut; 

f .  rekomendasi kantor cabang dan loket pelayanan 

operator bidang telekomunikasi; 

g. rekomendasi Surat lzin Usaha Jasa Pengurusan 

Transportasi (SIUJPT); 

h.  rekomendasi usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut 

(EMKL): 

1 .  rekomendasi Surat lzin Usaha Perusahaan Pelayaran 

Rakyat (SIUPPER); 

j. rekomendasi kesesuaian untuk rencana makro 

pembangunan perkebunan provinsi oleh gubernur 

sebagai dasar penerbitan izin perkebunan yang 

diterbitkan oleh bupati/walikota; 

k. rekomendasi usaha industri obat tradisional; 

I. rekomendasi untuk perizinan pendirian rumah sakit; 
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m. rekomendasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah 

(sales promotion); 

n. rekornendasi Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) B2 

(bahan berbahaya) distributor terdaftar; 

o. rekomendasi distributor minurnan beralkohol; 

p. rekomendasi sub-distributor rninurnan beralkohol; 

q. rekomenda$i izin biro perjalanan 

penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. 

Pasal 12 

dalam 

(1) Waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling 

lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya 

berkas permohonan beserta persyaratan. 

(2) Waktu penyelesaian pelayanan perizinan secara rinci 

tercantum dalam lampiran Ill yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gu.bernur ini. 

BABV 

TATA CARA 

Pasal 13 

(1) Tata cara pelayanan perizinan pada unit PPTSP-BPMD Provinsi 

sebagai berikut 

a. pemohon mengambil formulir dan rnendapatkan informasi 

persyaratan; 

b. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan; 

c. formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket 

pendaftaran; 

d. petugas bagian pendaftaran memeriksa kelengkapan 

persyaratan dengan ketentuan apabila memenuhi persyaratan 

maka petugas memberikan resi penerirnaan berkas dan 

melakukan registrasi permohonan: 

e. petugas rnengembalikan berkas permohonan dan persyaratan 

apabila tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, 

untuk diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon; 
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f. berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran 

diteruskan kepada petugas validasi dan verifikasi; 

g. apabila hasil verifikasi dan validasi memerlukan pemeriksaan 

lapangan, maka koordinator unit PPTSP-BPMD Provinsi 

menyampaikan kepada Kepala Badan untuk menugaskan tim 

teknis melakukan uji teknis lapangan; 

h. apabila berdasarkan hasil uji teknis lapangan dinyatakan tidak 

memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menerbitkan 

surat penolakan alas permohonan tersebut; 

i. apabila berdasarkan uji teknis lapangan dinyatakan memenuhi 

persyaratan, maka Kepala Badan menandatangani dan 

menerbitkan surat perizinan; 

j. apabila Surat izin telah ditandatangani oleh Kepala Badan 

maka Koordinator unit PPTSP-BPMD Provinsi menerbitkan 

SKRD dan menginformasikan kepada pemohon bahwa proses 

perizinan telah selesai; 

k. pemohon mengambil SKRD dan membayar retribusi di tempat 

pembayaran yang telah ditentukan; 

I. pemohon mengambil surat perizinan ke loket pengambilan 

dengan menyerahkan surat bukti pembayaran. 

(2) Bagan alur tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian 

tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB VI 

PENGADUAN 

Pasal14 

(1) Apabila pelayanan perizinan oleh Unit PPTSP-BPMD Provinsi 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan. 

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

baik secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang 

disediakan. 

-, - -....,----,,.....,---..,...,..........,.--r----,:---,-,---..,. 7fT"T 
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(3) Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindaklanjuti 

oleh PPTSP-BPMD Provinsi selambat-lambatnya dalam waktu 

5 (lima) hari kerja. 

(4) Bagan alur mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam Lampiran IV, yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal15 

(1) Besarnya retribusi perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. 

(2) Sumber pembiayaan unit PPTSP-BPMD Provinsi dibebankan 

pada APBD Provinsi. 

BAB VIII 

SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal 16 

(1) Pegawai PPTSP-BPMD Provinsi adalah pegawai yang memiliki 

kompetensi yang ditetapkan oleh Kepala Sadan. 

(2) Anggota tim teknis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(3) Pegawai PPTSP-BPMD Provinsi dan anggota tim teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan tunjangan 

khusus yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan 

Gubemur. 

(4) Kepala Sadan berkewajiban meningkatkan kemampuan sumber 

daya manusia PPTSP-BPMD Provinsi secara berkesinambungan. 

Pasal 17 

(1) Dalam pengembangan PPTSP-BPMD Provinsi dapat melakukan 

kerja sama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya 

masyarakat, asosiasi usaha, lembaga intemasional, dan 

pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan 

perungang - undangan. 
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(2) Personal yang ditugaskan oleh pihak instansi I mitra kerja 

sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

BABIX 

SARANA DAN PRASARANA 

Pasal 18 

Sarana dan prasarana PPTSP-BPMD Provinsi adalah 

a. gedung kantor PTSP; 

b. tata ruang kantor / loket-loket pelayanan; 

c. jaringan sistem pelayanan Local Area Network (fasilitas jaringan, 

server I UPS dan aplikasi); 

d. media informasi tentang jenis-jenis layanan, prosedur, biaya, 

persyaratan dan waktu penyelesaian; 

e. peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera 

Selatan. 

BABX 

t7c�AN 

Pasal19 

Kepala Sadan membuat laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan 

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan 

penyelenggaraan perizinan. 

BABXI 

PEMBINAAN1 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 20 

(1) Pembinaan dan pengendalian PPTSP-SPMD Provinsi dilakukan 

oleh Kepala Sadan. 

(2) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis 

perizinan secara fungsional dilakukan oleh SKPD teknis sesuai 

dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan · 

perundang-undangan. 

, J f it II I 
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BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 11" SERI E

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 5 Juni 2009

I SEKRETA IS DAERAH PROV'Nit SUM TERA SELATAN.
("

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Junil 2009

GUBERAlll~ELATAN)
+

Peraturan Gubernur ini mulat berlaku pad~ tanggal dlundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal23

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini,
sepanjang mengenai pelaksariaannya akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Gubernur. :',

(1) Segala ketentuan yang bertentanqan denqan Peraturan

Gubernur ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal22

Pengawasan terhadap PPTSP-BPMD Provinsi dilakukan oleh aparat

pengawas internal pemerintah daerah sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal21
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SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN 

 
dto. 

 
MUSYRIF SUWARDI 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto 
 

H. ALEX NOERDIN 



GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto 
 

H. ALEX NOERDIN 

BAGAN SUSU NAN ORGANISASI  
UNff PENG,ELOLA PELAYANAN 
PERIZINAN PENANAMAN MODAL 
TERPAD'U SATU PINTU 

LAMPI RAN I :  PER:ATURAN GUBERN UR 
SUMATERA SELATAN 
NOMOR ; 39 -TAHUN 20-09 
TANGGAL : 3 Jun±:. 2009 

-

KEPALA BPMD 

. ...... . . .. . . .. ! ·-· 

l KOORPINATOR TIM TEK IS 
-

l I 
URUSA.N URUSAN URUSAN 

Pli:NDAFTARAN PENGELO·LAHAN : M.ONITORING DAN 

DAN INFORMASI I DAN PEN:ERBITAN I EVALUASI 

I l 



GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto 
 

H. ALEX NOERDIN 

LAMP1IRAN I I  : PERA TU RAN GUBE.RNU R  
SUMATERA. SELATAN 
NOMOR :39 TAHUN 2009, 
TANGGAL : 3 Jun:U. 2009 

URAIAN TUGAS PERSONALIA 
UNIT PENGELOLA PELA YANAN PER1Z1NAN 

PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU 

1 . Koord inator mempunya i tu,gas sebaga i  berikut : 

a .  mengkoord inas ikan pel.aksanaan tugas proses. admin istras ·i perizinan yang: te lah 

c H i ntegrasikan ke PPTSP - 6PMO Provins i  Sumatera Selatcan ;  

b . mengkoord inas ikan penanganan upaya tindak l,anjut pengaduan dari masyarakat; 

c. melaporkan has t l  pe laksan.aan keg iatan proses admin istrasi perizinan kepada 

Kepa la  BPMD. 

2 .  Urusan Pendaftaran dan ,nforrnasi mempunya i tugas sebagia i  berikut ; 

a . pendaftaran periz inan ;  

b . i nformas i1 perizinan ; 

c. pendataan pe rizi nan .  

3 .  Urusan Pengolahan dan Penerb itan mempunya i ·tuga.s sebaga i  berikut ; 

a .  verifikasi dan vaUdasi perizinan ;  

b .  perh itiungan dan penetap,an retribusi daerah ; 

c .  penatausahaan perizi i:nan . 

4 .  Urusan Monitoring dan Evaluasi mempunya i tugas sebaga i berikut : 

a .  me l1akukan mon ttoring dan evaluasi pelaksana.an pelayanan· 

b .  membuat laporan hasi l pe laksa.naan pelayanan :  

c. melayani pengaduan ma.syarakat terkait pe·layanan periizinan .  

HI · 1 ' 1 'll � Iii 



LAMPIRAN Ill : PERATURAN GUBERNUR 
SUMATERA SELATAN 
NOMOR :39· TAHUN 2009 
TANGGAL: 3 Junii 2009 

DAFTAR JENIS DAN WAKTU PENYELESAIAN IZIN DAN NON IZIN PADA 
PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU 

A. I ZI N 

NO J E N  I S  
WAKTU 
{HARI) 

1 Izin Usaha Perikanan {IUP) 5 

2 Surat Izi n Penangkapan Ikan {SIPI) 10 GT - 30 GT (30 PK - 90 PK) 5 

3 
Surat Izi n Kapa! Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) 10 GT - 30 GT 

5 {30 PK - 90 PK) 

4 Surat Izin Kapa! Pengangkut dan Pengumpul Ikan Indonesia {SIKPPII) 
5 (30 PK - 90 PK) 

5 Surat Izi n Perusahaan Pemboran {SIPPAT) Ai r Bawah Tanah 14 

6 Surat Izin Pemanfaatan Air {SIPA) Bawah Tanah 14 

7 Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Permukaan 7 

8 Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta {LPTKS) 5 

9 Perpanjangan Izi n Memperkeljakan Tenaga Kelja Asing 3 

10 
Izin Pembentukan Kantor cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga 

5 
Kerja Indonesia Swasta 

11 
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu {IUIPHHK) s.d. 6.000 
m3/thn 

7 

12 Izin Perluasan IUIPHHK s.d. 6.000 m3/thn 7 

13 
Izin Perubahan dan Penggantlan Nama Pemegang IUIPHHK s.d. 6.000 
m3/thn 

7 

14 Izin Ekspedisi Muatan Pesawat-Udara {EMPU) 3 

15 Izin Usaha Perkebunan {IUP) Lintas Kabupaten / Kata 7 

16 Izln Usaha Perkebunan untuk Budldaya {IUP-B) Lintas Kabupaten /Kata 7 

17 
Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Lintas Kabupaten / 

7 
Kata 
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18 Izin Penyalur Alat Ke$€hatan (Cabang) 
. .  .. 

19 Izin Laboratorium Prosthetic (PMDN) 

20 Izin Medical Check up Center 

21 Izi n Klinik Rehabilitasi Medis 

22 Izin Klinlk Fisioterapl 

23 
Surat Izin Usaha Perdagangan 82 (Bahan Berbahaya) Pengecer 
Terdaftar 

B. NON IZIN 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

J E N  I S  

Rekomendasi penempatan lokasi penumpang Tipe B 

Rekomendasi pengoperasian terminal Tipe B 

Rekomendasi penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jari ngan 
jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provlnsi 

Rekomendasi pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 
300 di Tugas Pemantauan Kepada Provinsi 

Rekomendasi pembangunan dan pengadaan kapal berukuran GT 7 yang 
berlayar di perairan daratan dan laut 

Rekomendasi Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator Bidang 
Telekomunikasi 

Rekomendasi Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) 
- . 

Rekomendasi Usaha Ekspedisi Muatan Kapa! Laut (EMKL) 

Rekomendasi Surat Izl n Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) 

RekomE;nd.asi kese.s11aian 11ntvk reno.;ma makl'Q pembangunan 
perkebunan provinsi oleh Gubernur sebagai dasar penerbitan izln 
perkebunan yang literbitkan oleh Bupatl/Walikota 

Rekomendasi usaha industri obat tradisional 

Rekomendasi untuk perizinan pendirian rumah sakit 

Rekomendasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah (Sales 

Promotion) 

12 
. - -.. 

12 

12 

12 

12 

7 

WAKTU 

(HARi) 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

12 
. .  

12 

12 

7 

12 

12 

s 
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14 

15 

16 

1 7  

Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

Berbaihaya) distt ibutor terdaftar 

Rekomendasi distr i:butor m inuman beralkoho1 

RekomendaS!l sub-distributor m lnuman bera lkohol 

Rek omendlasi izin biro perja lla na n da,lam peny,elenggar aan 

dan um :roh 

ii !I 
-

82 (Bahan 
14 

14 

14 

ibadah haji 
3 
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Pengg,una Jasa 

LAMPI RAN IV : PERA TU RAN GUBERNUR. 
SUMATERA SELATAN 
NO,MOR · 39 TAHUN 2009 

T AN·GGAL: 3 Junf. 2009 

BAGAN A.LUR MEKANISME 
'PENGADUAN PADA PPTSP-BPMD 

!Loket Pengaduan 
Unit Kelja Pena 'l'lgana n 

Pen aduan 

Menyamr,ai�an Pengaaoon 1----

• lelp 
- e-maif 
- fax 
- SMS 

• Kotak Pengaduan 
& Web site 
• Lang:S\J n-g 

nolima real/no ll a.dU'flri i.....-1------' 

eoorlma infonnasi 

L ..... ___ _ 

: F'emyaman puas I lr(la 

Anali:sil, Penyeb.!b 

' Menetapkan TiMakan 

MOOlbeliikan lnrormasl 
pooa _1o10�mo'hcm 

: MOlakuten Tiridakan 

Veri1ika$i 

Tidak 

I ill 'l i71rTTJ--,�-.....,....--, .. "1"'.:f="�,1-7-r,!-,.f -,.,.----,.,,,,11-,-1 -,--- ·i ].- · 
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LAMP1RAN V :  PERATURAN GUBERNUR 
SUMATERA SELATAN .­
NOMOR � 39 TAHUN 2009 
TANIGGAL : 3 Juni 2009 - -- - - -

BAGAN ALDR TATA CARA p ELA YANAN 

Pemo,hon Lo�et Pendaftaran 

Mencari lnfel"mai;i 

lsi Fotl'fMir- P-el'j,)Ob\'.Jnall 
I I l � 

Pemeriksa:a 11  Parmooonan 
ct. m  petS')l'313lall · I den pera�aratan 

�&nO� �crmulir I ◄ l < 

Menarima I nfo Sl!lral !Ji11 
Talah Selei1,ai 

Sur�t t;:ln/ PBn l;1.in 

SKPD Teknis 

Pemel'il:.$�� Llpan9l!n ,; 

ReJ:.ome�aHi 
Tlr:rl Tekni, 

Loket Pembavara n Loket Pengamb i lan 

l 

� 

[ 

, � 
I 
1-· 


